
ABTRAK

Peralihan  fungsi  tanah  pertanian  untuk  pembangunan  perumahan  di  

Bangkalan  sebagaimana  contoh  perumahan  di  Jl.  Halim  Perdana  Kusuma 

berawal dari status tanah Hak Milik yang dialihkan kepada orang lain melalui 

proses  jual  beli.  Status  dan  fungsi  peruntukan  tanah  di  sekitar  Jl.  Halim 

Perdana  Kusuma tersebut  tergolong  lahan  yang  diperuntukkan  untuk  lahan 

pertanian.  Sedangkan  proses  peralihannya  dengan  cara  pengajuan 

perubahan penggunaan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan di Bangkalan, 

dan kemudian mengajukan permohonan ke Dinas Perijinan untuk mendirikan 

bangunan  diatas  tanah  yang  awalnya  merupakan  tanah  pertanian  tersebut. 

Proses  peralihan  tanah  pertanian  yang  diperuntukkan  pembangunan 

perumahan di Bangkalan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah No. 

5  Tahun  2013  tentang  perlindungan  lahan  tanaman  pangan  berkelanjutan 

dan  Peraturan  Daerah  No.  10  Tahun  2009  tentang  Rencana  tata  ruang 

wilayah  Kabupaten  Bangkalan,  Karena  alih  fungsi  tanah  pertanian  yang 

merupakan  lahan  produktif  yang  seharusnya  dipertahankan  untuk  menjadi 

lahan pertanian yang bisa memberikan penghasilan untuk petani

Kata Kunci : Alih Fungsi Tanah
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